
SALINAN 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta 
didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Telmis Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Did:k Baru; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta 
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan 
Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 
2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru 
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
2021 Nomor 55005), diubah sebagai berikut: 

1. 	Ketentuan ayat (1) Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 12 

(1) Jalur Zonasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf d ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi: 
1. CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan 

RT sekolah; dan 
2. CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan 

langsung/bersinggungan dengan RT sekolah; 

b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang 
berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan 
pemetaan; 

c. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang 
berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan 
sekolah. 

(2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur 
Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi 
dengan urutan langkah sebagai berikut: 
a. usia dari yang tertua ke yang termuda; 
b. pilihan sekolah CPDB; dan 
c. N.vaktu mendaftar. 

2. 	Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 13 

(1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e 
diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan: 
a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat 

penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau 
perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) 
tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan 

b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan 
tempat tugas orang tuanya. 



(2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur 
Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi 
daya tampung, maka dilak-ukan seleksi dengan urutan 
langkah sebagai berikut: 
a. total pembobotan indeks prestasi akademik; 
b. pilihan sekolah CPDB; dan 
c. waktu mendaftar. 

3. 	Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 17 

(1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d 
diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan: 

a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat 
penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau 
perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) 
tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan 

b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan 
tempat tugas orang tuanya. 

(2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur 
Peroindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi 
daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan 
langkah sebagai berikut: 
a. total pembobotan indeks prestasi akademik; 
b. pilihan sekolah CPDB; dan 
c. waktu mendaftar. 

4. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni 
Bab VIIA_ sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VIIA 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH 
MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS 

OLAHRAGAWAN PELAJAR DAN SEKOLAH 
MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN 

MOHAMMAD HUSNI THAMRIN 

Pasal 19A 

(1) PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah 
Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar 
diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi 
dalam bidang olahraga. 

(2) Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Sekolah Menengah 
Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ra.gunan 
Khusus Olahragawan Pelajar menyusun petunjuk teknis 
khusus PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas 
persetujuan kepala dinas yang membidangi urusan 
pendidikan. 
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(3) Setiap tahapan, kegiatan, dan hasil PPDB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan secara tertulis 
kepada kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan. 

Pasal 19B 

(1) PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad 
Husni Thamrin diperuntukkan bagi CPDB yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan 

b. memiliki prestasi akademik tingkat nasional dan/atau 
internasional yang diakui oleh kementerian yang 
membidangi pendidikan. 

(2) Petunjuk Teknis PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri 
Unggulan Mohammad Husni Thamrin ditetapkan dengan 
keputusan kepala dinas yang membidangi urusan 
pendidikan. 

Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunciangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penenpatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibulco4:a Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 April 2022 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES RASYID BASWEDAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

MARULLAH MATALI 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2022 NOMOR 54002 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Y Y N YUHANAH 
NIP196508241994032003 
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